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BAB I
PENDAHULUAN

A. Pengantar

Setiap wacana intelektual yang ada, akan selalu diawali
dengan sudut pandang yang bertitik tolak dari kerangka acuan
yang digunakan, dimana ia merupakan akumulasi dari berbagai
rujukan yang dikonstruksikan ketika melihat sesuatu yang
dianggap penting bagi manusia ini. Dalam paradigma ilmiah di
dunia Islam, ilmu Agama Islam pada umumnya menggunakan dua
rujukan, yaitu rujukan normatif (dasar dalil al-Nagli) dan rujukan
akal (dasar dalil al-‘Aqli). Adalah pengetahuan yang tidak asing
lagi dikalangan sarjana hukum tentang fikih, yang merupakan
ilmu atau hukum syara’ yang bersifat amaliah yang diperoleh dari
dalil-dalil terperinci.

Selanjutnya, wakaf merupakan salah satu amalan yang
mempunyai dua dimensi tinjauan dari dasar pensyariatannya,
yaitu dipandang sebagai perbuatan yang selain berdimensi
‘ubiidiyah ilahiyah (ibadah kepada Allah) atau jalinan hubungan
kehidupan spritualitas, juga berfungsi sebagai sarana sosial
kemasyarakatan dalam bidang sosial perekonomian Islam).!
Dengan demikian keberadaan amalan wakaf dalam Islam
menempati posisi pada salah satu bahagian penting, karena wakaf
tersebut menjadi penunjang pokok untuk memenuhi kebutuhan
hidup manusia ini.

B. Sumber hukum wakaf.

Tidak dapat di pungkiri bahwa sumber hukum Islam
terdapat dengan keberagaman dalil-dalil hukum Islam dan
kehujjahannya masing-masing, karenanya sering dijumpai istilah
“al-Adillah al-Muttafaq ‘Alaih” (dalil yang telah disepakati ulama

1Syaich ‘Ali Ahmad Jarjawy Hikmah al-Tasyri’ wa Falsafatuh, Juz. I, (Al-Haramain,
tt), h. 199-200.
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usul fikih) seprti: al-Qur'an, hadits, I[jma’ Qiyas, dan “al-Adillah al-
Mukhktalaf’ (dalil-dalil yang masih diperselisihkan) seprti: al-‘Urf,
al-Istihsan, al-Maslahah al-Mursalah dan lain-lain. 2 Karenanya
terkadang dijumpai peristiwa Ta’darudh al-Adillah (terjadi
kontradiktif dalil) yang mengharuskan kepada Mustadlil (pencari
dalil) melakukan tarjih al-adillah (langkah menselektif dalil-dalil)
yang tampak berlawanan dalam proses Istidlal3 Melihat pada
realitas perkembangan fikih itu pun, yakni dalam fatwa-fatwa
hukum Islam tidak asing dengan keberagaman pendapat para
fuqaha yang dilatarbelakangi oleh perbedaan dalam pengamalan
dalil (pola Istidlal), dan oleh perbedaan pada penafsiran atau
pemahaman terhadap substansi dalil (Istinbath hukum).

Sumber hukum wakaf pun bila diteliti secara mendalam
dapat dipastikan dasarnya merujuk kepada sejumlah dalil-dalil
hukum yang ada dalam rincian dalil-dalil hukum Islam, baik itu
terdiri dari “al-Adillah al-Muttafaq ‘Alaih, maupun dari “al-Adillah
al-Mukhktaldf’. Diantara sumber rujukan hukum utama ajaran
wakaf yang sering dijumpai dalam literatur fikih menurut
sebahagian para fuqaha adalah al-Qur’an, dan hadis, walaupun al-
Qur’an tidak menyebutkan wakaf secara tegas sebagaimana zakat,
tetapi menurut fuqaha terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang
mengandung isyarat tentang wakaf, seperti rincian berikut ini:

Surat al-Baqarah ayat: 215.

I QPP+ NP Sy KB A
| ofad g™ Q) ()5 opSliaall s oalill 5 G815
e 4GB A G

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu tentang apa
yang akan mereka nafkah-kan, jawablah: apa saja yang
kamu nafkah-kan hendaklah diberikan kepada ibu
bapakmu, kaum karabat, anak yatim, orang-orang miskin,

2Abu Ishak al-Syathibi, Al-Muwaaqat fi Ushil al-Syari’ah Jilid: IV (Beirut; Dar al-
Ma'rifah, 1975), h. 207.

3 Muhammad Thohir Jawaby, Juhud al-Muhadditsin fi Naqd Matan al-Hadits an-
Nabawy al-Syarif, h. 362
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dan orang-orang yang sedang dalam prjalanan, dan apa
saja kebijakan yang kamu perbuat, maka sesungguh nya
Allah maha mengetahui ”. (al-Baqarah [1]: 215)
Surat al-Baqarah ayat: 254., )
23 0 O U8 (e B8 55 Lo | 5adi1 | 5ial (il
B0y fhetn ¥y AL Y5 4 g5 Y
G5l

Artinya: Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah dan
belanjakanlah sebahagian rezki yang telah kami berikan
kepadamu sebelum datang suatu hari yang pada hari itu
tidak ada lagi jual beli, dan tidak ada lagi persahabatan
yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat dan orang kafir
itulah yang dhalim. ”. (al-Baqarah [1]: 254)

Surat al-Baqarah ayat: 267., )
Gy ai& L i o )il 1580 5l A
&8 Ala a5 ¥ 55 Y (e BT GRSAT
e G ) sale) 5040 ) sl 1Y) 4aly g
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di
jalan Allah) sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik
dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi
untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-
buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu
sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan
memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa
Allah maha kaya lagi maha terpuiji. (al-Baqarah [1]: 267
Para ulama menginterpretasikan ayat-ayat di atas kepada
pendermaan harta seperti wakaf dan lainnya, yang terpahami dari
kata “anfiqii” dan “tunfiqiin” yang merupakan derivasi (musytaq)
dari kata infaq yang terdapat pada ketiga ayat tersebut yakni
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memiliki arti “nafkahkanlah” dan “kamu nafkahkan”. Pemaknaan
kalimat “anfiqi” atau “tunfigiin” kepada pendermaan harta
memang sering dijumpai dalam kitab-kitab tafsir, seperti: Tafsir
al-Qur’an al-‘Adhim, Tafsir al-Manar karangan Muhammad Rasyid
Ridha, dan juga seperti Tafsir al-Jalalain yang menerangkan
Asbabu al-Nuziil bagi salah satu surat al-Baqarah ayat 267 seperti
yang tersebut di atas.*

Menurut riwayat Hakim, Turmizi dan Ibn Majah
menjelaskan: “diturunkanya surat al-Baqarah ayat 267 tersebut
ketika penduduk (masyarakat Anshar) dijuluki dengan “Ashab al-
Nakh!” (pemilik kebun kurma), julukan itu disebutkan karena
kebanyakan dari mereka itu sering menghasilkan panen kurma
yang berlimpah. Tetapi mereka termasuk orang-orang yang tidak
suka berbuat kebaikan (bersedakah), maka dasar sebab fenomena
kejadian masyarakat anshar tersebut Allah menurunkan ayat
tersebut”.5

Adapun dasar hukum wakaf dari hadis, terdapat beberapa
riwayat hadis yang dijadikan sebagai sumber hukum wakaf.
Namun demikian para fuqaha lebih sepakat mengemukakan hadis
riwayat Bukhari dari Ibnu Umar R.A, yaitu:

e lal (B Legie Al o) e ol 0o
ale ) Lo il 51 Hnds Lea ) die dll oa
FORG ENTON I . W PV UG R PR D TR
A odie el L Yl cual &l udg
Claaiy leloal Cuna il o) (JE 4 Sl
glinY s lebal &Y gl @ eeley Gt :JU Ly
s 8) (8yae Lo Buaid JB s oY 5 &5
aaall Cl s ) s (85 BN (g 0 Al A

4 Al-Sayuthi, Tafsir al- Jaldlain, Juz: I, (Indonesia: Al-Haramain, tt) , h. 173.
5Al-Sayuthi, Tafsir al- Jalalain Juz: I.., h. 173-174.
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Artiya: Ibnu Umar R.A. mengatakan bahwa Umar R.A
memperoleh tanah dikhaibar, lalu dia datang kepada Nabi
SAW untuk meminta fatwa mengenai tanah tersebut,
kemudian dia mengatakan, “ya Rasulullah! Saya telah
mendapatkan tanah di khaibar, saya belum pernah
mendapatkan tanah yang lebih baik bagi saya dari pada
tanah tersebut, lalu apa yang anda sarankan kepada saya?
Rasulullah bersabda, jika kamu mau sebaiknya kamu
pertahankan harta yang pokok (tanah tersebut) lalu kamu
sedakahkan hasilnya”. Maka Umar pun menyedekahkan
hasil tanah tersebut, dan tanah tersebut tidak dijual
belikan, tidak diwariskan dan tidak dihibbahkan. Umar
menyedekahkan penghasilan tanah tersebut kepada
orang-arang fakir, kerabat, para budak, untuk sabilillah,
ibnu sabil, dan tamu”. (H.R. Bukhari).

Sejauh ini, legalitas hukum terhadap amalan wakaf adalah
dari al-Qur'an dan Hadis, karena itu keberadaan amalan wakaf
sebagai salah satu perbuatan yang dianjurkan (sunat) dalam Islam
telah disepakati dan tidak menjadi permasalahan yang
dipertentangkan oleh para Fuqaha.

C. Kajian keberagaman substansi fikih wakaf.

Kendatipun sumber hukum wakaf dari Al-Quran dan
Hadis tersebut terlihat cocok dijadikan sebagai sumber
hukumnya, namun karena dalam al-Qur'an dan hadis yang
membicarakan tentang wakaf, tidak dijelaskan secara tegas dan
terperinci tatatertibnya (tentang teori dan cara praktek wakaf itu
sendiri). Lebih jelasnya pertanyaan-pertanyaan bagaimana
misalnya rumusan pengertian wakaf, ada, tidak atau apa sajakah
syarat dan rukun (yang mesti ada atau dilakukan saat

6Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Juz: VIIII, Cet II, (Beirut: Dar al- IThya Attauras al-
‘Arabiyah,1981), h. 263.
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berlangsungnya wakaf). Maka oleh karena keumuman nash
tersebut, telah membuka ruang Istidlal dan isntinbath atau ijtihad
para fuqahd yang pada gilirannya melahirkan teori dan gagasan
hukum yang berbeda, dalam rangka mencari jawaban dan solusi
dari pertanyaan tersebut.

Keragaman substansi fikih wakaf mulia dari perumusan
pengertian wakaf itu sendiri. Dalam rumusan pengertian akan
dijumpai paradigma gambaran pengertian wakaf yang
dikemukakan oleh para fugaha dilintas mazhab. Sebagai rincian
singkat dalam keberagaman rumusan pengertian wakaf tersebut
adalah, sebagai berikut:

Pengertian wakaf menurut ulama Sydfi’iyyah

el ae fl ae 4 gyl Sa Jl gus
T2 5350 glae i jemn e 4id ) 8 i il

Artinya:“Menahan harta yang memungkinkan diambil
manfaat padanya, serta kekal zat-nya (tidak lenyap
pokoknya) dengan tidak melakukan tindakan hukum
padanya (tidak mejual, memberikan atau mewariskan),
untuk disalurkan manfaatnya pada tempat (sasaran) yang
ada yang dibolehkan agama.

Pengertian wakaf menurut ulama Hanafiyyah:

“Menahan benda yang statusnya tetap milik sipewakaf
(wagqif), sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya
untuk kebaikan baik sekarang maupun akan datang”.s®
Berdasarkan definisi wakaf ini, pemilikan harta wakaf
tidak lepas dari sipewakaf (waqif), bahkan si wagqif
dibenarkan menariknya kembali dan boleh menjualnya.
Jadi yang menjadi esensi dari wakaf di sini hanyalah
“menyumbangkan manfaatnya saja”

’Muhammad Syarbaini, Mughni Al-Muhtaj, Juz. 1l. (Libanon: Dar al-lThya, tt), h.
376.

8 Fathi Duraini, al-Figh al-Islamiy al-Muqdran Ma'al-Mazdhib, (Damsyik:
Maktabah al-Taryin, 1980), h. 379
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Selanjutnya begitu juga pengertian wakaf dalam perspektif
mazhab atau pakar hukum lainnya seperti MUI, terdapat
perbedaan pada rangkaian susunan kalimat ma ‘a baqai ‘aynihi aw
ashlih”, yakni dalam definisi wakaf yang dijelaskan oleh MUI ada
penambahan kalimat dari dasarnya “ma‘a baqai ‘aynih”
selanjutnya mendapat penambahan menjadi “ma‘a baqdi ‘aynihi
aw ashlih”. Dasar perbedaan tersebut terjadi karena metode
ijtihad atau pola istidlal dan istinbdth yang berbeda dari dasar
sumber hukum wakaf itu sendiri.

Dalam kitab al-Furiiq al-Lughawiyah kata al-Ashl (dari
bahasa Arab) merincikan pengertiannya dengan dua redaksional
yang berbeda : pertama “Ma Kana ‘Alayhi Mu’tamiduh” (sesuatu
yang dijadikan sebagai pegangan). ke dua “Ma Budi’‘a Minh”
(sesuatu yang dijadikan sebagi dasar atau modal), maka bila
dicontohkan al-ashl pada diri manusia dapat berarti “tanah”
karena dasarnya penciptaan manusia dari tanah. 9

Sedangkan kata al-‘ain (bahasa Arab) adalah sinonim dara
kata al-zat sebagaimana dedefinisikan dalam kitab al-Ta’rifdt,
yaitu:

oe CAY s lially A 3 A
ol 2 Y

“Al-Zat itu adalah pokok dari suatu benda atau‘ain yang
selalu melekat padanya sifat-sifat).10 Jadi bila diperhatikan dengan
seksama, akan ada celah perbedaan cakupan maknanya antara
kalimat al-Ashl (sesuatu yang dijadikan sebagi dasar atau modal),
dengan kalimat al-‘ain (pokok dari suatu benda atau‘ain yang
selalu melekat padanya sifat), seperti benda yang dikaitkan harus

9 Aby Halal al-Hasan bin Abdullah, al-Furiiq al-Lughawiyah, ( Dar al-Kutub al-
‘Amaliyah, Bayriit Libanon: 1971), h. 183.

10 Ali Bin Muhammad Syarif Jarjani, al-Ta’rifat, Cet. I, (Maktabah Libanon: Bayrit
1985),h. 112
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memiliki sifat kekal dan tahan lama (baqai ‘aynih) atau
sebaliknya.

Perbedaan dalam perumusan pengertian wakaf di atas,
secara otomatis dapat membawa pengaruh pada formalisasi
ketentuan (syarat atau rukun wakaf), dan juga pada
konsekuwensi legalisasi hukum wakaf itu sendiri. Hukum wakaf
uang, yang terus menjadi perdebatan panjang dan masih
dipertentangkan di kalangan praktisi hukum Islam, di Indonesia
pada bulan Mei tahun 2002 Majelis Ulama Indonesia
mengeluarkan fatwa kebolehan hukumnya.

Dalam fatwa tersebut MUI juga mendefinisikan wakaf
uang (cash wakaf/ waqf al-nuqiid) adalah wakaf yang dilakukan
seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam
bentuk uang tunai, atau termasuk juga surat-surat berharga.ll
Selanjutnya bila dilihat dalam literatur Kkitab-kitab fikih
Syafi'iyyah!? akan ditemukan perbandingan fatwa MUI yang
berbeda dengan pandangan Sydfiiyyah. Ulama Syafi‘iyyah
beranggapan wakaf uang tidak memenuhi syarat dan ketentuan
wakaf. Fatwa tidak bolehnya wakaf uang ini didasarkan pada
beberapa dasar, yaitu:

1. Hadis yang diriwayatkan Umar r.a.

2. Ijma‘ ‘Amali, karena semua ummat Islam sejak pada
masa Rasulullah telah terbiasakan dengan mewakafkan
hartanya untuk selama-lamanya tanpa suatu bantahan.

3. Logika, yaitu niat pewakaf untuk mewakafkan hartanya
dengan menjadikan hartanya tersebut keluar dari
miliknya agar diinfakkan kepada fakir miskin, dengan
harapan imbalan pahala dengan jalan wakaf tersebut

11 Departeman Agama RI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta:
Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 86.

12 Seperti kitab: Tuhfah al-Muhtdj karya Ibnu Hajar al-Haitamy, Qalyuby wa
‘Amirah karya Jalaluddin al-Mabhally, al-Majmu karya Mahyiddin al-Nawawy, Mughni al-
Muhtaj karya Muhammad Syarbaini, Hasyiah al-Bujairimi karya Muhammad Marsufi, dan
lain-lain yang terdapat dalam kitab-kitab literatur fikih Syafi‘iyyah.
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yang tidak terputus selagi masih utuh.13 Logika ini juga
sebagaimana diisyarahkan oleh hadis riwayat Muslim
dan abi Harairah, yaitu:

Baa EW e V) aee adadi) glady) alald)

Aoy alia Ay 4 adiy ale 514y s

Artinya: Rasulullah SAW telah bersabda:“bahwa apa bila
seseorang meninggal dunia maka putuslah pahala segala
amalannya kecuali tiga macam, yaitu sedakah jariah, ilmu
yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang mendoakan
nya.l4

D. Kajian Usul Fikih dalam Istidlal dan Isntinbath hukum
wakaf.

Perlu digaris bawahi bahwa, perbedaan hukum dari hasil
ijtihad baik itu ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan (ijtihad
pribadi) atau oleh kelompok (ijtihad kolektif), sangat
dimungkinkan disebabkan oleh perbedaan teori dan metode
istidlal dan Isntinbath (penggalian hukum), juga boleh jadi
disebabkan oleh lingkungan tempat dan daerah mujtahid itu
berada. Karena ini, dalam ilmu Ushul Figh terdapat juga kaidah:
“Ikhtilaf al-Ahkam al-ljtihadiyyah Biikhtilaf al-Bay’ah Wa al-
Aqthar” (perbedaan-perbedaan hukum Ijtihady disebabkan oleh
perbedaan prinsip, pemahaman atau bahkan karena tempat dan
lingkungannya).15

Ushul Figh merupakan pendekatan, teori dan metodelogi
yang digunakan dalam fikih guna untuk memahami aturan-aturan
yang ditetapkan Allah (syari‘ah) sekaligus dalam rangka
menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi ummat Islam.

13 Mahmud Syaltut dan M. ‘Ali al-Sayis, Muqdranah al-Mazdhib Fi al-Fighi, trjm.
Ismuha (PT. Bulan Bintang: 2005), h. 162-163.

14 Imam Muslim, Shaheh Muslim, Juz: VIII, Cet: I, (Beirut: Dar al-lhya, 1997). h.
405.

15 Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Figh
Islam, Cet. I, (Bandung: Alma’arif, 1986), h. 387
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Karena itu sebagaimana ditulis oleh Muhyar Fanani, adalah
pernyataan yang sangat tepat dari sebahagian ahli hukum yang
mengungkapkan bahwa: “Ushul Figh dalam Islam merupakan
proses kegiatan intelektual yang bersifat menyeluruh dalam
rangka menemukan, mendapatkan, dan sekaligus memahami
istilah-istilah yang terdapat dalam ajaran wahyu yang kemudian
mentransformasikan ajaran wahyu tersebut kedalam satu sistem
yang dapat dilaksanakan baik berupa hak maupun kewajiban” (
Jurisprudence in Islam is the whole process of intellectual activity
which ascertain and discovers the term of the divine will and
ternsformorms them into a system of legally enforceable rights and
duties).16

Berdasarkan kepada penjelasan di atas, keberadaan ilmu
Ushul Figh sangat penting dalam sebuah kegiatan ijtihad yang
akan selalu berperan memberikan arahan dan petunjuk bagi
seorang mujtahid (pengambil hukum dari wahyu) saat
menjalankan tugasnya. Selanjutnnya bila ilmu Ushul Figh adalah
berbicara tentang metodelogi dan teori yang digunakan untuk
memahami aturan-aturan yang ditetapkan Allah (al-syari‘ah),
maka dapat berarti adalah bagaimana mengatur langkah-langkah
dalam berijtihad, mulai dari penentuan dalil hukum yang akan
dijadikan sebagai alat istidlal (menetapkan dalil suatu peristiwa).
Disamping itu juga akan diperhatikan juga tentang tertib jenjang
dalam ber-istidlal dari dalil-dalil hukum yang berlaku dalam
metode istinbath hukum.

Dalam buku Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Figh Islam
dijelaskan, jumlah dalil-dalil Syara’ atau sumber hukum itu
berjumlah banyak. Kerena demikian terdapat 4 (empat dalil-dalil
hukum) yang telah disepakati oleh para ahli Ushul Fikih, yaitu: 17

1. Al-Qur’an (di dalamnya termuat macam-macam hukum
seperti hukum [’tiqgadiyyah atau tentang keimanan,

16 Muhyar Fanani, IImu Ushul Fiqgh di Mata Filsafat Ilmu, Cet. I, (Walisongo Press:
Semarang, 2009), h. xiii-xiv.

17 Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Figh
Islam..., h. 34-35.
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Akhlaqiyyah tentang perilaku terpuji dan tercela, dan
hukum °‘Amaliyyah yakni yang bersangkutan dengan
perkataan, perbuatan, perjanjian dan mua’amalah
lainnya). Hukum ’‘Amaliyyah inilah yang diistilahkan
dengan Figh al-Qur'an yang hendak dicapai oleh ilmu
Ushul Figh.

Al-Sunnah atau Hadis (sabda atau perkataan, perbuatan
dan persetujuan (al-Taqrir) dan sifat-sifat atau keadaan
yang bersumber dari Rasulullah SAW).18

Al-ljma’ (persepakatan para mujtahid kaum muslimin
dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah SAW,
terhadap suatu hukum syarly mengenai suatu
peristiwa.1?

Al-Qiyas, arti Qiyas secara sederhana dan mudah
dipahami sebagaimana diterangkan oleh Nawir Yuslem
dalam bukunya al-Burhan fi Ushul al-Figh yaitu:

b Leghand Al JLaYI ) g A 5l
Ry

“Mengembalikan cabang (kasus yang serupa atau sejalan)
kepada kasus asal berdasrkan ‘illah yang menggabungkan
keduanya dalam hukum”.20 Jadi prinsip Qiyas adalah
pertama adanya hukum (kasus asal) yang ditetapkan
berdasarkan nash Al-Qur'an dan hadis, Kedua adanya
cabang (kasus yang serupa atau sejalan) dengan kasus
huku asal, Ketiga adanya kesamaan ‘illah hukum pada
kaduanya (kasus pada hukum asal dan cabang).

Selain 4 (empat macam dalil) yang disepakati jumhur

Fuqahd sebagaimana rincian di atas, terdapat juga 6 dalil-dalil

18 Fatchur Rahman, Ikhtishar Mushthalahul Hadits, Cet. I, (Bandung: Pt. Al-
Ma’arif, 1974), h. 20
19 Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Figh

20Nawir Yuslem, al-Burhan fi Ushul al-Figh; Kitab Induk Usul Fikih, (Konsep
Mashlahah Imam al-Haramain al-Juwaini & Dinamika Hukum Islam ), Cetl, (Bandung:
Citapustaka Media, 2007), h. 99.
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syara’ yang masih deperselisihkan, yaitu; al-Istihsan, al-Mashlahah
al-Mursalah, al-Istishhab, al-‘Urf, Mazahib Shahabi dan al-Syar’u
Man Qablana. Di samping itu menurut jumhur Fuqaha dalam
menentukan dan menetapkan dalil bagi suatu peristiwa,
diharuskan kepada para mujtahid mengikuti tata tertib jenjang
dalam ber-istidlal dari 4 rincian dalil yang telah disepakati
tersebut. para jumhur Fuqahd mendasarkan argumennya ini
kepada hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Turmizi, saat
wawancara Rasulullah SAW dengan Mu’adz bin Jabal ketika ia
dilantik oleh Rasulullah sebagai penguasa untuk negeri yaman,
yaitu:21
JE ) ) 13l Camy 5 o) 1 L 28 ) J gy
Al Sy al 8 el Gll o je 13) aalll (RS
A Jgmy Ad JB ) QS 8 aa3 o] o8 Jd
..... )“\XJ@TJJ@_IA\ d\ﬁc&\\

Artinya: Wahai Mu’adz! Bagaimana caranya kamu
menyelesaikan perkara yang dikemukakan padamu? Akan
saya selesaikan dengan kitab Allah, “jika kamu tidak
mendapatkannya di dalam kitab Allah, lantas bagaimana?,
sambung Rasulullah.”dengan sunnah Rasulullah”, ujarnya.

Jika tidak kamu temukan dalam sunnah Rasulullah, lalu

bagaimana?” tanya Rasul lebih lanjut. “aku akan

menggunakan ijtihad fikiranku dan aku tidak akan
meninggalkannya...,”.

Teori Ushul Figh terjabarkan dalam lingkup yang sangat
luas adanya, namun demikian dalam praktek istinbath hukum
lebih sering ditemukan pada teori dasar Ushul Figh yang mengacu
pada penjelasan dan pemahaman tentang:

1. Kaedah-kaedah Lhughawiyyah (tatanan bahasa Arab),

21lmam Bukhari, Sahih Bukhari, Juz: VIIII, Cet 11, (Beirut: Dar al- Ihya al-Tauras al-
‘Arabiyah,1981), h. 201.
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yang mencakup kepada 4 (empat macam kaedah
lhughawiyyah), yaitu: Pertama, lafadh-lafadh ditinjau dari
makna yang diciptakan untuknya seperti lafadh “khash”
(yaitu lafadh yang diciptakan untuk memberi pengertian
satu-satuan yang tertentu) 22 dan macam-macam
pembahgiannya, kemudian lafadh “‘am” (yaitu lafad yang
diciptakan untuk menunjukkan satu makna yang dapat
mencakup seluruh satuan-satuan yang tidak terbatas
dalam jumlah yang tertentu) 22 dan macam-macam
pembahagiannya. Kedua, lafadh-lafadh ditinjau dari segi
pemakaian arti seperti: hakikat, majaz, sharih, dan
kinayah. Ketiga, lafadh-lafadh ditinjau dari segi terang
atau jelas maksudnya dan samar-samar seperti lafadh
dhahir al-daldlah dan khafiy al-dalalah. Keempat lafadh-
lafadh ditinjau dari segi makna menurut maksud pencipta
nash seperti: al-daldalah al-isydarah, al-daldlah al-igtidha’
mafhum al-mukhdlafah dan kehujjahannya.

2. Kaedah-kaedah dan tujuan umum perundang-undangan
hukum yang mencakup pada 2 (dua kaedah): pertama al-
Qawd’id al-Tasyri’iyyah dan yang ke dua al-Maqashid al-
Tasyri'iyyah?* (tujuan dari peundang-undangan hukum
syari’ah itu sendiri), yaitu harus mengacu pada
pemeliharaan terhadap tiga macam urusan, yaitu untuk

22 Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Figh
Islam..., h. 181

23Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum..., h. 181.

24 Magqashid al-Sydri'ah terdiri dari dua kata yaitu: Maqashid dan al-
Syari'ah. Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan, Maqashid merupakan bentuk
jama’ dari maqsud yang berasal dari suku kata Qashada yang berarti menghendaki
atau memaksudkan. . Lahat; Ibnu Mandzur, Lisaan Al-‘Arab Jilid 1, (Kairo: Darul Ma’arif,
tt), h. 3642. Secara bahasa Maqashid berarti hal-hal yang dikehendaki dan
dimaksudkan. Sedangkan Syari’ah secara bahasa berarti stall (I jaal gl sl artinya Jalan
menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber
kehidupan. Lihat; Ahmad Warsan Munawwir, al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, cet:. 14,
(Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), h. 712. Maqashid al-Syari'ah secara istilah
sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi adalah tujuan-tujuan syariat Islam
yang terkandung dalam setiap aturannya. Tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah
untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akherat. Lihat; Abu Ishaq al-Syatibi,
Al-Muwafaqat, jilid: I-11, (Darul Ma'rifah, Bairut, 1997), h. 32.

-13-



memelihara al-‘umiir al-Dharuriyyah (yang menjadi sendi
eksistesi kehidupan manusi yang harus ada), al-‘umir al-
hajjiyyah (yaitu hal-hal yang sangat dibutuhkan manusia
untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak
kemudharatan) , dan yang ketiga bertujuan untuk
memelihara al-‘umir al-Tahsiniyyah (yaitu tindakan dan
sifat yang harus dijauhi oleh akal sehat, dipegangi oleh
adat kebiasaan yang baik dan bagus menurut agama yang
dibutuhkan oleh kepribadian yang kuat)?2s.

Jadi sejauh ini sebagai kesimpulan awal dalam uraian latar
belakang masalah ini adalah, munculnya rumusan definisi, rincian
ketentuan, dan lahirnya fatwa hukum wakaf uang tunai baik dari
perspektif imam mazhab seperti: Imam al-Syafi’y dan pengikutnya
dari kalangan fuqaha al-Syafi'iyyah, Imam Abu Hanifah dan
pengikutnya dari kalangan fuqaha Hanfiyah, Majelis Ulama
Indonesia (MUI), dan praktisi hukum Islam lainnya, karena dilatar
belakangi oleh dasar perbedaan pada metodelogi dan teori ijtihad
(Istidlal dan instinbath hukum). Dalam bahasa yang sederhana
bisa dikatakan bahwa, karena sumber-sumber hukum wakaf (al-
Qur'an dan Hadis) tidak menjelasakan rincian teori dan cara
praktek wakaf secara tegas, maka telah memberi peluang ijtihad
dalam rangka mencari solusi guna merincikan teori, hukum dan
cara praktek wakaf bagi ummat Islam.

1. Istidlal (proses pencarian dan penggunaan dalil hukum)
Sebelum dirincikan penjelasan tentang pengertian Istidlal
dan hal-hal yang terkait dengannya, perlu kiranya dirincikan
pokok-pokok titik fokus dalam proses melakukan Istidlal. Yakni
mencakup kepada 4 (empat unsur pokok), yaitu:
a. Menelusuri sumber dalilnya, yaitu termasuk menelusuri
kitab-kitab atau buku rujukan yang memuat dalil-dalil wakaf.,
b. Prioritas dalil, yakni berkenaan dengan seleksi dan tata urut

25 Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman..,, h. 331-333.
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dalam penggunaan dalil, diluar ayat al-qur’an dan teks hadis.,
c. Menjelaskan landasan penggunaan dalil, yakni berkenaan
dengan pendekatan (approach) atau tinjauan yang digunakan
oleh pengguna dalil. Misalnya tinjauan teologis, tinjaun
filosofis dan lainnya.,
d. Mendiskusikan penggunaan kelompok dan jenis dalil dalam
substansi fikih menurut tinjauan masing-masing. 26

Adapun pengertian Istidlal, secara bahasa, kata Istidlal
berasal dari kata Istadalla yang berarti: minta petunjuk,
memperoleh dalil, menarik kesimpulan. Imam al-Dimyathi
memberikan arti Istidlal secara umum, yaitu mencari dalil untuk
mencapai tujuan yang diminta.2’” Dalam proses pencarian, al-
Qur'an menjadi rujukan yang pertama, al-Sunnah menjadi
alternatif kedua, I[jma’ menjadi yang ketiga dan Qiyas pilihan
berikutnya. Apabila keempat dalil belum bisa membuat keputusan
hukum, maka upaya berikutnya adalah mencari dalil-dalil lain
yang diperselisihkan para ulama, seperti al-Istihsan, al-Maslahah
al-Mursalah, dan lain-lain.

Menurut bahasa, kata dalil mengandung beberapa makna
yakni: penunjuk, buku petunjuk, tanda atau alamat, daftar isi
buku, bukti dan saksi. Menurut kebiasaan para pakar studi hukum
Islam diartikan dengan “sesuatu yang mengandung petunjuk
(dalalah) atau bimbingan (irsydd).” Definisi tentang dalil yang
lebih mengarah pada landasan hukum yang dikemukakan oleh
‘Abd al-Wahhab Khallaf yaitu “sesuatu yang dijadikan landasan
berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara’ yang
bersifat praktis.”28 Jadi dalil merupakan landasan bagi para pakar
studi hukum Islam dalam menetapkan suatu ketetapan hukum
untuk diterapkan secara praktis oleh seseorang atau masyarakat.

26 Cik Hasan, Model Penelitian Fikih Paradigma Penelitian dan Figh Penelitian, Ed.
I, Cet. I, (Bogor: Kencana Prana Media, 2003), h. 64-65.

27 Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, Studi Hukum Islam, (Surabaya: IAIN
Sunan Ampel Press, 2011), h. 50

28 Abd. Al-Wahhab al-Khallaf, Ilmu Ushul al-Figh, (Jakarta: Majlis al-‘Ala al-
Indunisiy li al-Da’wak al-Islamiyah, 1972), h. 20
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Adapun dalil-dalil hukum dalam Islam, dilihat dari segi

keberadaannya, dalil dapat dibedakan menjadi dua macam.
Pertama, dalil-dalil hukum keberadaannya terdapat dalam teks
suci yaitu al-Qur'an dan Sunnah yang disebut dengan dalil al-

Nagqli.

Kedua, dalil-dalil hukum yang keberadaannya tidak

terdapat dalam teks suci al-Qur'an, melainkan dirumuskan
melalui analisis pemikiran yang disebut dengan dalil al-‘Aqli.
Berdasarkan pengertian ini, para ulama menempatkan kepada
beberapa jumlah dalil sebagai landasan bagi penetapan suatu
hukum, sebagaimana rincian berikut ini:

a.

Al-Qur’an (Secara bahasa, al-Qur’an dari kata gara’a yang
berarti “bacaan” atau “apa yang tertulis padanya” secara
bahasa Al-Qur’an didefinisikan sebagai berikut: “Kalam
Allah, mengandung mukjizat dan diturunkan kepada
Rasulullah, Muhammad SAW, dalam bahasa yang
dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir,
membacanya merupakan ibadah, terdapat dalam mushaf,
dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri an-Nas”.

Hadis, (sabda atau perkataan, perbuatan dan persetujuan
(al-Tagrir) dan sifat-sifat atau keadaan yang bersumber
dari Rasulullah SAW).29

Ijma’ Menurut bahasa, Al-ljma’ (persepakatan para
mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggal
Rasulullah SAW, terhadap suatu hukum syar’iy mengenai
suatu peristiwa.30

Qiyas (menurut para ahli Ushul Figh adalah
mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada
nash-nya, dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada
nash-nya karena adanya persamaan illah hukumnya dari
kedua peristiwa tersebut).31

Istihsan, (dari segi bahasa, Istihasan berarti “menganggap

29 Fatchur Rahman, Ikhtishar Mushthalahul Hadits...,, h. 20
30 Musfira, Ijma’ Dalam Kajian Ushul Figh, ed. Karimuddin Abdullah Lawang

(Yogyakarta: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2022).

31 Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum.., 66.
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atau memandang baik pada sesuatu”. Dari segi istilah,
istihsan ialah meninggalkan Qiyas dan mengamalkan yang
lebih kuat darinya, karena terdapat dalil atau alasan yang
menghendakinya.

f. Istishlah, istilah lain dari Istishldh adalah Maslahah al-
Mursalah. Dari segi bahasa, istishlah berarti baik. Istishlah
didefinisikan sebagi upaya penetapan hukum yang
didasarkan atas kemaslahatan atau kebaikan.32

g. Istishhab, (dari segi bahasa, istishhab berarti “minta
bersahabat” atau membandingkan sesuatu dan
mendekatkannya”. Definisi istishhab ialah melestarikan
suatu ketentuan hukum yang telah ada pada masa
lampau, hingga ada dalil yang mengubahnya).

h. Al-'Urf, Menurut bahasa, ‘Urf berarti “yang kenal”. Secara
istilah ‘Urf ialah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh
manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik
bersifat perkataan, perbuatan, atau kaitannya dengan
meninggalkan perbuatan tertentu.

i. Sadd al-Dzari’ah, Secara bahasa, sad berarti “penutup”
dzariah berarti “jalan yang menuju kepada sesuatu” atau
“sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan
mengandung kemudharatan”. Menurut pakar studi
hukum Islam, dzdri’‘ah berarti sesuatu yang menjadi
perantara kearah perbuatan yang diharamkan. Dengan
demikian, Sadd al-Dzari’ah berarti menutup segala
sesuatu yang menjadi sarana kepada yang diharamkan
atau yang dihalalkan.

j.  Madzhab Shahabi, Mazhab al-Shahabi adalah pendapat
para sahabat Nabi tentang suatu kasus yang dikutip oleh
para ulama, baik berupa fatwa atau ketetapan hukum.
Sementara itu, al-Qur’an dan Sunnah tidak menjelaskan
hukum terhadap kasus yang dihadapi sahabat tersebut

32 Dikutip dari http://fush.uin-suska.ac.id/attachments/073 Mahmuzar.pdf
pada tanggal 18 Maret 2022.
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serta tidak ditemukan kesepakatan para sahabat yang
menetapkan para sahabat tersebut. Maka dalam hal ini
terdapat empat pendapat ulama. Pertama, pendapat
sahabat tidak dapat dijadikan dalil hukum. Keduag,
pendapat sahabat Nabi dapat dijadikan dalil hukum dan
didahulukan dari Qiyas. Ketiga, madzhab sahabat dapat
dijadikan dalil hukum bila dikuatkan dengan Qiyas.
Keempat, madzhab sahabat dapat dijadikan dalil hukum
bila  bertentangan dengan Qiyas. Pertentangan
menunjukkan bahwa pendapat tersebut bukan
bersumber dari Qiyas, melainkan dari Sunnah.

2. Instinbath (penggalian hukum wakaf uang berdasarkan
dalil)

Sebelum dijelaskan pengertian dan hal-hal yang berkaitan

dengan istinbath, perlu kiranya merincikan pokok atau titik fokus

dalam merealisasikan pelaksanaan Instinbdth. Terdapat 4 (empat)
titik fokus dalam hal istinbath ini, yaitu: 33

a.

Menjelaskan integrasi dalil, yaitu berkenaan dengan titik
temu antara dalil-dalil yang digunakan dalam suatu
substansi fikih.,

Menjelaskan tentang prioritas dalil, yakni berkenaan
dengan seleksi dan tata urut dalam penggunaan dalil, dari
ayat al-qur’an, teks hadis dan lain-lain.,

Mendiskripsikan koherensi antara dalil, yaitu berkenaan
dengan keajegan tata urut penggunaan dalil terutama
berdasarkan ayat al-Qur'an dan teks hadis secara
hirarkis.,

Menjelaskan metode penggunaan dalil, yaitu berkenaan
cara menggali dan mengeluarkan hukum dari dalil, atau
metode istinbath-nya yang bertitik tolak dari cara
berpikir yang digunakan.

66-67.

33 Cik Hasan, Model Penelitian Fikih Paradigma Penelitian dan Figh Penelitian.., h.
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Pada dasarnya Istinbath” berasal dari kata “nabth” yang
berarti : “air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang
digali”. Dengan demikian, menurut bahasa, arti istinbath ialah
“mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya.”34 Setelah
dipakai sebagai istilah dalam studi hukum islam, arti istinbath
menjadi “upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya”. Makna
istilah ini hampir sama dengan ijtihad. Fokus istinbath adalah teks
suci ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Karena itu,
pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua
sumber tersebut disebut istinbath.

Upaya istinbath tidak akan membuahkan hasil yang
memadai, tanpa pendekatan yang tepat. Tentu saja pendekatan ini
terkait dengan sumber hukum. Menurut ‘Ali Hasballah,
sebagaimana dikutip oleh Nasrun Rusli,35> melihat ada dua cara
pendekatan yang dikembangkan oleh para pakar dalam
melakukan istinbath, yaitu:

a. pertama melalui kaidah-kaidah kebahasaan, (memahami
bahasa teks yang tampak, teks ini bisa diucapkan, ditulis,
dan dipahami pengertiannya).36 Sasaran kajian teks ini
adalah ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang
termaktub dalam kitab-kitab hadis. Teks tersebut ditulis
dalam bahasa Arab, sehingga penalarannya juga
menggunakan kajian bahasa Arab.

b. Melalui pengenalan terhadap al-Maqashid al-Syart’ah,
(jenis-jenis tujuan umum dari perundang-undangan
hukum itu sendiri).3”

Jadi diperlukan berbagai disiplin limu dalam melakukan
proses istinbath hukum, karena itu Haidar Bagir dan Syafiq Basri,

34 Haidar Bagir dan Syafiq Basri, Ijtihad Dalam Sorotan, (Bandung: Mizan
Anggota IKAPI, 1996), h. 25

35 Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad al-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum
Islam di Indonesia (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 110-118

36 Hamka Haq, Falsafah Ushul Fikih, (Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam, 1998,)
h. 203.

37 Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Figh
Islam..., h. 58.
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merincikan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh
orang yang akan melakukan istinbath atau ijtihad, sebagai berikut

a. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat
Al-Qur'an hadis-hadis Nabi SAW yang berhubungan
dengan masalah hukum.

b. Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah
ditunjukkan oleh Ijma’, agar dalam menentukan hukum
sesuatu, tidak bertentangan dengan Ijma’

c. Meiliki pengetahuan yang luas tentang giyas, dan dapat
mempergunakannya untuk istinbath hukum.

d. Mengetahui ilmu logika, agar dapat menghasilkan
kesimpulan yang benar tentang hukum, dan sanggup
mempertanggung jawabkannya.

e. Menguasai bahasa Arab secara mendalam karena Al-
Qur’an dan Sunnah tersusun dalam bahasa Arab.38

3. Substasi fikih wakaf uang

Fokus kajian di sini adalah, sejauh mana koherensi dan
relevansi substansi fikih (ketentuan dan fatwa hukum awakaf
uang) dengan pola istidlal (aplikasi dalil hukum), dan istinbath
(realisasi atau penggalian dalil hukum). baik perspektif ulama
Syafi'iyyah ataupun Majelis Ulama Indonesia. Adapun pokok-
pokok dari substansi fikih wakaf uang tersebut adalah dapat
dilihat pada uraian di bawah ini.

Pengertian wakaf menurut ulama Sydfi’iyyah

abty abe W e 4 gl Say Jl s
39 . e
Artinya: “Menahan harta yang memungkinkan diambil

manfaat padanya, serta kekal zat-nya (tidak lenyap
pokoknya) dengan tidak melakukan tindakan hukum

38 Haidar Bagir dan Syafiq Basri, /jtihad Dalam Sorotan,....h. 29
39Muhammad Syarbaini, Mughni Al-Muhtaj..., h. 376.
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padanya (tidak mejual, memberikan atau mewariskan),
untuk disalurkan manfaatnya pada tempat (sasaran) yang
ada yang dibolehkan Agama.

Pengertian wakaf menurut Majelis Ulama Indonesia (
MUI).
Al e ol ae 4 glay) oSa Ju pus

I 50 gl i pan o 4B S8 G paill adady
40

Artinya: “Menahan harta yang dapat dimanfaatkan,
sedangkan ‘ain harta atau pokoknya tetap tanpa lenyap
bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan
tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual,
memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan
(hasilnya) pada suatu tempat (sasaran) yang ada yang
mubah (tidak diharamkan).”

Pada kedua pengertian wakaf di atas (menurut Sydfi'iyyah
dan MUI), terdapat perbedaan pada rangkaian susunan kalimat
ma‘a baqadi ‘aynihi aw ashlih”, yakni dalam definisi wakaf yang
dijelaskan oleh MUI ada penambahan kalimat dari dasarnya “ma ‘a
baqai ‘aynih” selanjutnya mendapat penambahan menjadi “ma ‘a
baqai ‘aynihi aw ashlih”. Dasar perbedaan tersebut terjadi karena
metode ijtihad atau pola istinbath yang berbeda, terhadap dasar
nash atau dalil wakaf sehingga membedakan pada pemahaman
atau cara menyingkapi terhadap ayat-ayat al-Qur’an atau hadis
tentang wakaf.

Dalam kitab al-Furiiq al-Lughawiyah kata al-Ashl (dari
bahasa Arab) merincikan pengertiannya dengan dua redaksional
yang berbeda : pertama “Ma Kana ‘Alayhi Mu’tamiduh” (sesuatu
yang dijadikan sebagai pegangan). ke dua “Ma Budi’a Minh”

40Departeman Agama RI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta:
Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 85.
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